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Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses dan hambatan dalam
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
pada Program Simpan Pinjam_ Rerefnpuan di Desa Sungal Bakau Besar Laut Kecamatan
Sungai Pinyuh . Judul skr'p5| ini diangkat berdasarkar™ ‘permasalahan karena pada
masyarakat atau kelompo pemanfaat dana pinjaman, Program SPPtidak dikembalikan atau
macet. Penelitian inf menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian dllakukan dengan menggunakan teknik dan - alat pengumpufah data berupa
panduan watancara dan.ebservasi untuk mendapatkan data yanglengkap dart walid. Dari
penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa implementasi PNPM-MP pada
progrdm SPP di Desa Sungai Bakaur, Besar laut sudah cukup baik, tetapi- masih terdapat
ma.SaIah pada“kelompok masyarakat peminjam dana program SPP di Desa Sungai Bakau
Besar Laut serta belum dilibatkannya masyarakat pada tahap penentuan-kegiatan dan
evaluasi kegiatan. Kesim ulan dalam penelitian”ini adalah, implementor harus-melakukai
pengawasan- ekstra terhadap kelompok masyarakat yang meminjam dana rogram SPP dan
pquunya masyarakat dilidatkan dalam penFntt*an kegaiatan dan evaluasi kegiatan yang
teth dilaksanakan. J
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The purpose of this skripsi is want to know qw the process and the obsta:le in the PNPM—
MP |mihlementat|0n especially in”Simpan_Pinjam Perempuan (SPP) program in 'Sungal
Bakau Bésar Laut village Sungai Pinyuh subdistrict. The title of this skripsi based On the
problems 6‘{ people or groups-who didn’t feturn the money that they lend through the SPP
Program.Thls‘research using descriptive research with qualitative rapproachement. The data
accumulation fstrument and the'technique of this research-are interview and observation
guidance to get the complete data. This research show us that PNPM_—M"impIementation
especially SPP program Ti-Sungai.Bakau Besar Laut village-Sunigai Pinyuh subdistrict is
good enough, but there still problems in people’s group who lend the SPP’s program
money, and also people haven’t involved yet in the determining activity phase and
evaluation activity. The conclusion in this research are the implementor must take an extra
control of people’s group who lend the SPP’s program money and also people need to
involved in determining and evaluation activity.

Ka%a Kunci : PNPM-MP, Simpan Plnjdﬂ‘ Pér.qupf!?n (SPP).

Keyword : PNPM-MP, Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
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A. PENDAHULUAN Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono pada 30 April 2007, kegiatan ini
1. Latar Belakang Penelitian

. merupakan penyempurnaan pelaksanaan
Pembangunan ekonomi negara-negara P penyemp P

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

berkembang termasuk  Indonesia  masih

yang telah dilaksanakan sebelumnya (
Pedoman Umum PNPM-MP, 2010: i ).
PNPM-MP merupakan program pemerintah

dihadapkan pada 3 (tiga) masalah kemanusiaan
yaitu kesenjangan distribusi pendapatan yang
berdampak  pada

kesenjangan  sosial,

""untuk mendorong  akselerasi  penurunan

pengangguran, dan kemiskinan (Wldodgdalam
kemlsklna'n pengangguran yang merupakan
Seliman, 2010:1). Untuk men_ ata3| “masalah
o integrasi perluasa?rwp;_ogram penanggulangan
ini  hal strategis yang" perlu dilakukan e, e
] ”~ : kemiskinan yang  “difokuskan pada
pemerintah adalah membuat prpgram yang RS
e pembangunan - berbasis  pastisipasi  dan
akan memberikan bantuan-kepada masyarakat ; My
ki pemberdayaan masyarakat. %, Dalam
miskin. ¢ 3 .
F : | i menciptakan lapangan kerja “‘-,.untuk
/Masih adanya masyarakat yang ‘miskin >
| . ' == menlngkatkan pendapatan = dan berupaya
menunjikan bahwa diperlukan program-; ——
A mensejahterakan masyarakat penerima
program guna membantu masyarakat dalam
" :

'program, termasuk di  dalamnya @dalah

meningkatkan--kesejahteraannnya.  Kondisi ] "
J menciptakan kesetaraan gender. Integx‘a5| ini

kehidupa

masyarakat Kecamatan Sung'c"it h. N
Pinyuh yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan daﬁ]

d|.fhkukan dengan menggabungkan vprogram

I ‘ yang telah terbukti efektif, yaltu» Program
8 (delapan) \Desa diantaranya asih termasuk ,'

. Pengembangan Kecamatan (PPK) wilayah

kategori m'igkin gamba 1 antingkat
perdesaan dan - Program Peﬁanggulangan
-Kemlsklnan Perkotaan (PZKP) di wilayah

perkotaant. Pelaksanaan PNI?,.M—MP juga akan

keberhasialan pé(nbangunan manusia ini dapat
menjadi tolak ukut kehidupan masyarakat di

Kecamatan Sungal. Pinyuh.™ Berikut! “ini Al J )
\ diprioritaskan pada deSa-desa tertinggal.
gambaran tingkat kemiskinan di Kecamatan L )
e R Dengan...pengintegrasian berbagai program

Sungai Pinyuh.
pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka
Dalam rangka mengatasi masalah N

kebijakan PNPM-MP, cakupan pembangunan

kemiskinan, salah satu program yang sedang

dijalankan  pemerintah  adalah  Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang
selanjutnya  disebut  Program  Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM-MP) yang telah dicanangkan oleh
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diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-
daerah terpencil dan terisolir.

PNPM-MP ini juga diterapkan di
Kabupaten Pontianak khususnya Kecamatan
Sungai Pinyuh yang diharapkan dapat

mengurangi  jumlah kemiskinan dan
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memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dan mandiri dalam
pengambilan keputusan, pembangunan

ekonomi dan infrastruktur mereka sendiri.
Bakau
Merupakan salah satu desa yang ada di

Desa Sungai Besar Laut

Kecamatan Sungai Pinyuh yang telah
menjalankan PNPM-MP ini, adapun program
yang telah berjalan di Desa Sungai Bakau
Besar laut terbagi 2 (dua) jenis, yaltu per{amat
pembangunan fisik seperti pembaﬁgunan jalan,
jembatan, dan mfrastruktur'lamnya Kedua. .
pembangunan ekonoml yaitu program yang
untuk membantu

bertujaan perekonomian

masyarakat dengan . cara memberdayai'(an
masyaralzat itu sendiri, salah satu prod'ram
yang telah berjalan-yaitu program Simpan *,

Pinjam Eerempuan (SPP).

Fokus Ilgnelitian
Bg{dasarkan dari paparan yang telaﬁﬂ
peneliti jela‘g;kan dilatar belakang mengena‘?}"
PNPM-MP &qxlam menanggulangi kemiskinan,
tertafik untuk  me-eliti

peneliti tentang

bagaimana “P%Ib_seslmplementasi . Prbgrar‘h
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM—M.I‘D),Eada Program Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) d| Desa Sungai--
Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh

Kabupaten Pontianak”

3. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam

melakukan penelitian ini maka dibuatlah
sebuah rumusan masalah penelitian
berdasarkan latar belakang yang telah
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dikemukakan sebelumnya, yaitu

“Bagaimanakah Proses Implementasi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP) pada Program Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai
Bakau Besar Laut?”
4. Tujuan Penelitian
e Tujuan penelitian adalah

mengungkapkan atau menemukan masalah-
masalah yang me“i‘mbulkan hambatan dan
mencari cara-cara penanggulangan hambatan
itu. Berdasarkan penjelasam yang telah
dljelaskan sebelumnya,-adapun yang menjadl
tujuan peneliti dari penelitian ini adalah untuk
Proses Implementasi Prdgram
g-'NasmnaI Pemberdayaan Masyarakat Mandlrl
i ' Perdesaan (PNPM-MP) pada Program (§PP) di
Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan
, ,4 Sv‘hgal Pinyuh.Hambatan dalam prose_p
fmﬁlementaﬂ
Pemberdayaan Masyarak:t Mandlr:‘ Perdesaan
(PNPM MP) pada Program (SPPf di Desa

~Sungai Bakau Besar. Laut Kecamatan Sungai

Proram . 'Nasional

)

PRinyuh.

5. Manfaat Penelitian _

I\Warifaat yang dapat diambil dari

penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi
bahan informasi dan bahan pertimbangan
bagi pemerintah khususnya instansi terkait

dalam membuat kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan selanjutnya
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B. KERANGKA

2. Secara praktis penelitian ini
yang

dimanfaatkan oleh penduduk Desa
Bakau Laut

pelaksanaan

dapat

menjadi koreksi dapat

Sungai Besar dalam

Program ini agar
pelaksanaan selanjutnya berjalan dengan

baik

TEORI DAN

METODOLOGI

Kerangka teori ,-
sebagaimana yang'rdi semukani..oleh
Anderson dan Davxd’ Easton (dalam Widodo,
2008:14) yang, antara lain“mencakup beberapa
hal, yaltu ' 4
1. Keb,t]akan selalu mempuyai tujuan"a‘t'au
ber&ientasi pada tujuan tertemtu :
2. Kebll‘akan berisi tindaka- atau pola
tlndalian pejabat-pejabat pemerintah
3. Keblja:kan adalah apa yang benar- benaf
dllakukan oleh pemenrintah dan bukan ap%
yang bern:]aksud akan dilaku an
4. Kebijakan', publik  berifat

(merupakan thdakan pemerintah mengenal

positif

suatu masalahﬁtertentu) dan her3|fat negatlf
(keputusan pejaba{_. pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu)"“n N
5. Kebijakan  publik  (positif)
berdasarkan pada peraturan perundangan
tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Menurut peneliti, dapat diartikan
publik  dibuat

memecahkan masalah publik  yang tumbuh

bahwa kebijakan untuk

kembang dimasyarakat. Masalah  begitu

banyak macam, variasi, dan intensitasnya.
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Tidak semua masalah publik bisa melahirkan
suatu kebijakan publik, hanya masalah publik
yang dapat menggerakan orang banyak untuk
ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa
menghasilkan kebijakan publik. Oleh karena
itu, merumuskan masalah kebijakan publik
merupakan tahapan yang sangat penting dalam
kebijakan publik.

Setelah sebuah

dlfo‘rmula5|kan

kebijakan

"
- L=

tahap selanjutnya ialah
mplementasfkebu_akan Dimana implementasi
merupakan baglan ™ yang penting  dari
pembentukan proses kebi jakan_*publik. Artinya,
apabila, setiap usulan kebijak;m yang telah
dlputuskan lalu dilegalkanatau dlsahkqn oleh
plhak yang memiliki kewenangan maka

tersebut telahfsiap

Toublik

Implementasi kebijakan

“ l iupakan salah satu tahpan hroses kj'taijakan

selalu

]\

Y

direncanakan

lik sekaligus studi yang sangat" krusial.
Ber3|fat krusial karena b galmanapun baiknya
suatu kebijakan, kalau tidak dlper;zlapkan dan
¥
baik

implemeritasingla,ﬁéka tujuan/kebijakan tidak

dengan dalam

‘akan bisa terwujud. Demikla“h pula sebaliknya,

bagaimanapun  baikinya  persiapan  dan
ﬁreﬁEariaa—n implementasi kebijakan, kalau

tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan

kebijakan juga tidak bisa diwujudkan.

Dengan demikian, implementasi dari

Keputusan Menteri  Koordinator  Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor
25/KEP/MENKO/KESRA/VI1/2007  tanggal

30 Juli 2007 tentang pelaksanaan Program
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Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri untuk menentukan siapa saja yang akan
Perdesaan (PNPM-MP) akan dipengaruhi oleh menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti
4 elemen, sebagaimana yang dikemukakan menggunakan teknik purposive
Linneberry (dalam Tanuru, 2011:21), yaitu : samplingsupaya dapat menjaring informasi
1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf yang memadai sehinnga dapat menemukan
pelaksana. suatu model dari masalah yang akan diteliti
2. Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan oleh peneliti, maka semua informasi digali
pelaksana (Standart Operating System / langsung dari beberapa informan yang terdiri
SOP). r,)fdari Aparatur Desa Sungai Bakau Besar Laut,
3. Koordinasi  berbagai  sumber i -I;:a‘sfﬁtatorl_ PNPM-MP Kecamatan Sungai
pengeluaran  pada kelg[npo'kl’. sasaran, Pinyuh, Mééyar&kgt dari  keluarga peminjam
pembagian tugas ciidafgm dan_diantara dana SPP. N
dinas-dinas ataq,_ba'd:am pelaksana. Selanjutnya Izégiqtan untuk
4. Pengaloka§iaf; g sumber-sumber untuk mengumpulkan data yang akan‘zjia,nalisa, yaitu
mer'}e'ébai tujuan. déﬁgan turun langsung ke Iokas'ikbve‘pelitian
,fk‘eempat ' >aspek sebagj’aimana guha memperoleh data y ng diperlukan"‘(‘jalam
disebutkan diatas merupakan serangkaian"'tata zgpeheliﬁan. Adapun teknik pengumpulan data

4

pelaksaa"aan yang tidak dapat dipisahkan dari yang dilakukan dengan .cara observasi,
proses ;Limplementasi kebij :kan  publik, J - wawancara, dan dokumentasi. A'dapun
. 1 d | . ] J
sehingga |, setiap kebijakan yang telafi “'r',l Sﬁ‘}hnjutnya teknik yang digunakan daLam
ditetapkan“:-1 dapat diimplementasikagtj H n&gguji keabsahan data pada penelitian ini
o T— .'.' e ¥
berdasarkan pada penentuan unit pelaksana. “\; adalah teknik triangulasi. Adapun rtriangulasi

Sehingga urfill;[ pelaksana yang berfungsi v yang yang digunakan yaitu trianggl'ési sumber,

mengkoordinasikgn dan juga mengelola = ~-. : »pada triangulasi sumber ini Pen(?}'iti melakukan
bagaimana agar p.?Q_ses implememtas‘i kebijakan pengecekan data yang dip'éroleh melalui
dapat berjalan deng;h.baik. _ 'beberapa sumber. Dengan ini'"peneliti bertujuan

melakukan check and rech'eck hasil wawancara

. Metode penelitian —— e e — y )
o - dengan beberapa informan untuk mengetahui
Adapun  jenis  penelitian  yang
) - o kebenaran  data  dengan menanyakan
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah ]
o ) - pertanyaan yang sama terhadap informan yang
Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha ) )
berbeda sehingga akan menghasilkan data

untuk menuturkan atau menggambarkan .
99 yang lebih akurat.

pemecahan masalah yang ada sekarang
berdasarkan data-data dan fakta, menganalisis  C. HASIL PENELITIAN DAN
dan menginterperstasi (Narbuko dan achmadi, PEMBAHASAN

2005:44). Adapun cara yang peneliti gunakan
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1.

Implementasi  Program  Simpan  Pinjam
Perempuan (SPP) Di Desa Sungai Bakau
Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh

Berdasarkan  pengamatan  peneliti

dilapangan masyarakat tidaklah sepenuhnya
ikut terlibat, masyarakat hanya terlibat pada

saat memberikan atau menyampaikan usulan

kegiatan. Dalam proses penentuan kegiatan apa
saja yang akan dilaksanakan masyarakat tidak
terlibat didalam pengambilan
tersebut. Sehingga pada tahap,pe‘laksanaan

kegiatan, terdapat kegla'gqn-kegl tan yang.tidak

keputusan
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karena program SPP merupakan salah
produk yang dibentuk oleh PNPM-MP dan
termasuk dalam program pembangunan

dengan memfokuskan pada ekomomi.
Seperti namanya program SPP, program

ini memang difokuskan untuk
pemberdayaan dam pembangunan khusus
pada perempuan saja. Kehadiran program
SPP PNPM MP di Desa Sungai Bakau

Besar Laut ‘berawal dari adanya tawaran

program Pemerlnta“m..,yaltu program dana

apa” yang . .ang- menjadi

kebutuhan sertaxharapan masyar :kat.

sesuai dengan pinjaman untuk pembaﬁguagn percepatan

desa tertinggal. Dengan adanya_program

Daf hasil - perigamatan dilapanggn SPR’ ini, warga desa’yang aktif*galam
peneliti,:"rjuga menemukan masyarakat,_tldak keQiatari. pembangtinan .-‘desa
terlibat'dalam proses evaluasi dari pelaksdnaan m— g

~———mengkonsepkan  proposal -yang fakan

progran% atau - kegiatan. Masyarakat selaku ™ * A _
. diajukan. Setelah hal tersebut mer]dapat
penerlma{ manfaat dari pro iram maupun J :

kegiatan f(ang dilaksanakan oleh PNPM-MP * h.| h f | tigggapan yang baik dari warga desa maka
‘:‘; »,4 dl dakan musyawarah desa dengarr

.3)

hendaknya-?urut terlibat dalam ewaluasi

b f‘ﬁ%ngundang dusun — dusun _.t untuk

pelaksanaan'.‘:program maupun kegiatan yang

P d
telah dilaksafigkan. Dengan turut terlibatnya ¥ membahas mengenai penentuan{.desa mana

masyarakat da?qm tahap evaluasi ini - akan 'yang-akan didahulukan dan kébutuhan apa

memberikan mastilgan yang sangat bermanfaat yang harus dipriorita kan lgbih dahulu
A _ 5

bagi PNPM-MP khususnyapadat programl SPP dan

untuk menentukan  pergncanaan  program

untuk' ‘kepentingan de'éa warga

masyarakatnya,.seperti pembangunan jalan

maupun Kkegiatan yang akan dilaksanakan atau—bantuan modal guna pengembangan

nantinya, sehingga program maupun kegiatan usaha masyarakat. Kemudian hasilnya di

ang dilaksanakan nantinya sesuai dengan apa Lo
yang Y gan ap musyawarahkan lagi di kantor desa dan

yang menjadi keinginan dan harapan
selanjutnya bila sudah ditentukan mana
masyarakat. o
yang akan diprioritaskan, maka oleh
Sedangkan ~ dalam  pelaksanaan fasilitator akan diajukan ke Kecamatan.
program ini diharapkan masyarakat akan

Karena hal itulah mengapa masyarakat
terlibat secara aktif dalam program tersebut

Aziz Febriadinata
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seharusnya terlibat dalam semua proses
implementasi program ini.

Dalam hal pelaksanaan program
SPP ini peneliti jJuga menemukan masalah
yang terjadi dalam pelaksanaan program
tersebut, yaitu macetnya pembayaran
angsuran dana pinjaman SPP bagi setiap
kelompok yang ada di Desa Sungai Bakau
Besar
Kabupaten Pontianak, An’gsuréﬁ setiap
bulannya yang harus quaﬁr eleh masing -
masing penerimg_._-,-fﬁénfaat sesuai dengan
besar pinja[na‘ﬁ yaitu “angsuran pekok
ditambap,:*bfunga. Dana pinjaman prpgrém
SPP ﬁépat dikembalikan dalam ja{]gka

Waktu, setahun.  Sistem pembayé'ran
angsuréth dilakuan secara perbulan oleh

ketua

kegiatan, asedangkan sistem pembayaran|

angsuran d@l’l anggota kelompok kepada
ketua kelorr.i'pak dapat dilakukan sesuai
dengan kem@mpuan dari anggota
kelompok tersebut Pembayaran angsuran
dari anggota kelompok Kepada * ketua
kelompok dapat dilakukan _dengan cara

perhari, perminggu, maupun perbulan, dan

yang terpenting dalam jangka waktu
setahun tersebut dana pinjaman bisa
dilunasi.

Namun, pada kenyataan Yyang

diperoleh peneliti dilapangan menunjukan

bahwa  pembayaran dana
Aziz Febriadinata
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- »

Laut Kecamatan Sungai Pinyuh™"

Iompok kepada u it pelaksana j -
;l‘ a'frgsuran dana dari program SPP rﬂemang

_ | ‘ duasa tidak tegas. Karena tidak ada sanksi
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pinjaman dari program SPP ini tidak

semuanya tepat waktu, Keterlambatan
dalam pembayaran angsuran dan pinjaman
dari program SPP ini  menyebabkan
terjadinya hambatan dalam menjalankan
Apabila
kelompok penerima manfaat dana dari
yang  tidak
dana pinjaman atau
kredit

kelompok penerlma manfaat dana dari

program  lainnya. terdapat

program  SPP dapat
"h'renggmbalikan
dikenal dengan macet, maka
program SPP akan dlpangg!‘l, dan

diberikan arahan, serta atau diberikan surat

L

per_if'igatan. %,
— Dengan  sanksi »~yang [telah
dljelaskan sebelu - nya- merfgenai

kelompok yang macet dalam pembayaran

jelas untuk kesalahanr tersebut.

. yang
Sehirlgga permasalahan ini ma.slh dianggap
“biasa oleh masyérakat maqp"un kelompok
‘yang'. bermasalah dalgirﬁ pembayaran
angsuran pinjaman. Dah hal ini mungkin
mefn]'adl_se'buéh. dilema, karena disatu sisi
sebaiknya dalam menghadapi masyarakat
pedesaan setiap peraturan yang dijalankan
harus bersifat fleksibel sehingga tidak
terlalu memberatkan kepada masyarakat,
dan disisi lain apabila tidak terdapat sanksi
yang tegas akan dikhawatirkan apabila

terdapat permasalahan serius dalam kredit
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macet maka masalah tersebut akan berlarut
- larut dalam penyelesaiannya, untuk itu
harus dibuat sebuah peraturan yang
mengatur permasalahan ini.
Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti mengenai implementasi PNPM-
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